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	:
	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi 
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Magetan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

	Tanggal Putusan
	:
	24 februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	

	Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, Nomor Urut 3  memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Magetan KPU 1676/2024, bertanggal 3 Desember 2024 dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon:
1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat nama pemilih yang sudah meninggal atas nama Sarmi di TPS 001, dan pemilih atas nama Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota atas nama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota atas nama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri atas nama Galih Susanto tercatat hadir dan terdapat bukti tanda tangan kehadirannya, sehingga patut diduga Formulir Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Paslon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti.
		Terkait terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024, bertanggal 3 Desember 2024. 
[bookmark: _Hlk167131067]		Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024, bertanggal 3 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo
	Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
	Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan 1676/2024, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.45 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.11 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak jelas dan kabur. Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dan Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. 
Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.
	Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan adanya hubungan yang jelas antara pokok permohonan (posita) dan petitum permohonan. Terlebih, dalam petitum permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan putusan yang dipandang adil berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dari Mahkamah (ex aequo et bono). Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan a quo terlepas terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (obscuur) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.
Bahwa oleh karena oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang sudah meninggal bernama Sarmi di TPS 001, dan Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih bernama Sarmi yang diduga telah meninggal dunia namun tetap melakukan pencoblosan, Mahkamah menemukan kesesuaian data KTP dengan DPT pada TPS 001 Desa Kinandang, khususnya pada nomor awal NIK, meskipun terdapat perbedaan alamat RT/RW. Mahkamah berkeyakinan pemilih bernama Sarmi yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah pemilih bernama Sarmi yang tercatat dalam DPT dan daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Kinandang. Dengan demikian, dalil a quo tidak terbukti kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih bernama Sutrisno yang diduga telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Mahkamah menemukan kesesuaian data KTP dengan DPT pada TPS 004 Desa Kinandang, khususnya pada nomor awal NIK, meskipun terdapat perbedaan alamat RT/RW. Mahkamah berkeyakinan pemilih bernama Sutrisno yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah pemilih yang tercatat dalam DPT dan daftar hadir pemilih di TPS 004 Desa Kinandang. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti kebenarannya.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota bernama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Bahwa saksi Pemohon bernama Tri Andiriyanto memberikan kesaksian pada hari pemungutan suara sedang berada di Kediri untuk bekerja dan tidak pulang. Selain itu, terkait surat pernyataan dan video klarifikasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa saksi telah menggunakan hak pilihnya, saksi Tri Andiriyanto menyatakan dirinya tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perekaman video tersebut. Dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto secara tegas mencabut surat pernyataan dan video klarifikasi tersebut dan menyatakan bahwa keterangan sebelumnya karena diminta oleh perangkat desa tanpa memahami konteks penggunaannya dan saksi enggan menolak karena masih ada kedekatan atau hubungan keluarga.
	Bahwa Mahkamah menemukan fakta, tanda tangan yang tercantum pada kolom daftar hadir Tri Andiriyanto memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan asli. Terlebih, di dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto atas perintah Mahkamah telah diminta membubuhkan contoh tandatangan aslinya yang ternyata berbeda dengan tanda tangan yang tercantum pada kolom daftar hadir pemilih. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa pencatatan kehadiran Tri Andiriyanto dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih, berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Panwascam Bendo menyatakan bahwa peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 001 yang mencapai 99,4%, seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 551 dari 555 pemilih. Mahkamah selanjutnya melakukan pencermatan terhadap nama-nama pemilih lain yang diduga disalahgunakan karena pemilih yang bersangkutan berada di luar kota.
	Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan kolom tanda tangan pemilih a quo dengan tandatangan dalam KTP masing-masing pemilih, Mahkamah menemukan adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Menurut Mahkamah, adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan menimbulkan keraguan serta dapat menjadi indikasi adanya ketidakwajaran atau penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara. Ihwal ini menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai validitas pemilih-pemilih a quo benar-benar hadir di TPS, mengisi daftar hadir pemilih, dan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, andaipun benar pemilih-pemilih tersebut melakukan pencoblosan, quod non, seharusnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dengan tanda tangan KTP masing-masing. Terlebih lagi, saksi Tri Andiriyanto menerangkan pemilih bernama Basuki sedang berada di Subang dan pemilih bernama Nampi Sri Wahyuni berada di Malang pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 namun secara faktual daftar hadirnya tertandatangani.
	Bahwa Mahkamah menemukan adanya rekomendasi PSU di TPS 001 namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini tahapan-tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, in casu telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi mencederai prinsip kemurnian suara dalam proses pemilihan. Terlebih, rekomendasi tersebut dinilai oleh Mahkamah dapat memengaruhi perolehan hasil suara yang tidak terhalang karena faktor signifikansi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar dan guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo dapat dibuktikan kebenarannya.
	Bahwa menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Bahwa saksi Pemohon bernama Budi memberikan kesaksian bahwa anaknya yang bernama Wasis Bintoro sedang bekerja di Taiwan dan sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang. Berkenaan dengan kesaksian tersebut, baik Termohon maupun Pihak terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan.
	Bahwa setelah Mahkamah melakukan pencermatan daftar hadir pemilih pada TPS 004 Desa Kinandang, ditemukan fakta bahwa kolom daftar hadir Wasis Bintoro telah tertandatangan. Namun setelah dilakukan perbandingan dengan tanda tangan pada KTP terdapat perbedaan tanda tangan yang signifikan. Fakta ini semakin menguatkan bahwa pencatatan kehadiran Wasis Bintoro dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih, berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran yang pokoknya peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan dalil Pemohon a quo dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 004 Desa Kinandang yang mencapai 98,48%, seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 519 dari 527 pemilih. Mahkamah selanjutnya menemukan adanya Rekomendasi bertanggal 6 Desember 2024, yang merekomendasikan PSU di TPS 004 namun tidak ditindaklanjuti oleh termohon.
	Bahwa berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini tahapan-tahapan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, in casu telah terjadi pelanggaran administrasi yang berpotensi menciderai prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilihan. Dengan demikian, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah dapat dibuktikan kebenarannya.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota bernama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri bernama Galih Susanto hadir dan terdapat bukti tanda tangan pada daftar hadir pemilih,  Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih bernama Suryaningsih, saksi Pemohon bernama Juriyono memberikan kesaksian bahwa Suryaningsih memang tidak hadir pada saat pemungutan suara karena sedang berada di luar kota. Sementara itu, saksi Termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja ditandatangani oleh Surya Ardianto. Menurut keterangan saksi Suratno, setelah petugas KPPS melakukan pengecekan, mereka memberitahukan kesalahan tersebut kepada Surya Ardianto agar menandatangani pada tempat yang benar.
	Bahwa setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Nguri, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar terdapat tanda tangan dalam kolom daftar hadir Suryaningsih (DPT Nomor 404) yang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Surya Ardianto. Dengan demikian, terdapat indikasi Surya Ardianto yang menandatangani daftar hadir Suryaningsih sebagaimana dijelaskan oleh saksi Suratno. Kendatipun demikian, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut kolom daftar hadir Surya Ardianto (DPT Nomor 402), Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera di kolom tersebut berbeda dengan tanda tangan Surya Ardianto yang terdapat pada KTP maupun tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Suryaningsih.
	Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keterangan saksi Suratno yang menyatakan setelah dilakukan pengecekan oleh KPPS, Surya Ardianto telah menandatangani pada tempat yang benar, tidak sesuai dengan kenyataan pada daftar hadir pemilih. Jika benar telah dilakukan perbaikan tanda tangan, seharusnya tanda tangan pada kolom daftar hadir Surya Ardianto identik dengan tanda tangan pada KTP. Namun, kenyataannya justru ditemukan tanda tangan yang berbeda.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Galih Susanto, saksi Pemohon yang bernama Juriyono memberikan kesaksian bahwa Galih Susanto tidak hadir pada saat pemungutan suara karena sedang berada di luar negeri. Sementara itu, saksi Termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa daftar hadir Galih Susanto tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih bernama Gimun. Menurut kesaksian saksi Suratno, setelah ditegur oleh KPPS, Gimun kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir pada kolom yang benar, akan tetapi Gimun justru kembali melakukan kesalahan dengan menandatangani daftar hadir pemilih pada kolom milik Ginem. Adapun kolom daftar hadir Gimun (DPT Nomor 88) tetap kosong dan tidak ditandatangani.
	Bahwa Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera dalam kolom daftar hadir Galih Susanto (DPT Nomor 87) dan pada kolom daftar hadir Ginem (DPT Nomor 89) memang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Gimun. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa Gimun yang menandatangani daftar hadir Galih Susanto dan Ginem, sebagaimana dijelaskan saksi Suratno. Selanjutnya, dalam persidangan, saksi Pihak Terkait bernama Ginem juga memberikan kesaksian bahwa dirinya hadir pada saat pemungutan suara dan daftar hadirnya diisikan orang lain karena dirinya tidak bisa menulis. 
	Bahwa setelah Mahkamah menghitung secara saksama jumlah kehadiran pemilih dalam daftar hadir pemilih TPS 001 Desa Nguri, jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 418. Pada daftar hadir a quo, telah ternyata Termohon memasukan Suryaningsih sebagai pemilih yang hadir dengan bukti kolom daftar hadir Suryaningsih yang dicentang. Padahal sebagaimana kesaksian Suratno, kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja tertandatangan oleh Surya Ardianto, sehingga seharusnya Suryaningsih tidak dihitung kehadirannya dan tidak dilakukan pencentangan. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Suratno menerangkan daftar hadir sudah sesuai dengan formulir model C.Pemberitahuan dan surat suara yang digunakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian dengan fakta karena kenyataannya justru Suryaningsih dihitung kehadirannya.
	Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah tidak meyakini jumlah kehadiran pada TPS 001 Desa Nguri, dan tahapan-tahapan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS a quo tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, in casu telah terjadi kesalahan administrasi dalam pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi menciderai prinsip kemurnian suara dalam proses pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Nguri sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih.
	Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan berkenaan dengan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Bahwa saksi Pemohon bernama Agus Pujiono memberikan kesaksian terdapat enam pemilih di TPS 009 Desa Selotinatah yang ditolak dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 WIB. Lebih lanjut, saksi Agus Pujiono menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan keberatan atas peristiwa tersebut di tingkat Kecamatan (PPK). Setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-24a berupa Formulir Model D Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan Ngariboyo, ditemukan fakta bahwa memang benar terhadap persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PPK Ngariboyo dan akan dibawa ke rapat pleno Kabupaten.
	Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu di TPS 009 Desa Selotinatah telah didukung oleh kesaksian saksi Agus Pujiono. Lebih lanjut, baik Termohon maupun Pihak Terkait ternyata tidak memberikan bantahan secara substansial maupun mengajukan alat bukti yang membantah dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, kesaksian saksi Pemohon yang menyatakan terdapat enam pemilih ditolak menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 WIB tidak terbantahkan dalam persidangan.
	Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PKPU 17/2024, pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Artinya, jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13.00 seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS di TPS 009 Desa Selotinatah, yang secara nyata telah menghalangi enam pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya secara sah.
	Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, serta asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), Mahkamah menilai bahwa pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 009 Desa Selotinatah telah berdampak pada terganggunya integritas pelaksanaan pemilihan di lokasi tersebut. Pelanggaran berupa penolakan terhadap pemilih yang datang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir, tanpa dasar hukum yang sah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa tindakan KPPS di TPS 009 Desa Selotinatah telah merugikan hak konstitusional pemilih dan berpotensi memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan menghormati hak pilih warga negara serta untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU di TPS 009 Desa Selotinatah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:
	


Dalam Eksepsi 
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Magetan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
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